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PEMANFAATAN DANA NONKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
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BUPATI CIANJUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk
memanfaatkan kembali Dana Nonkapitasi yang telah
disetorkan ke Kas Daerah maka perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana
Nonkapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;

Undang-Undang 17  Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomorl44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 589);



14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

15. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02
Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah
dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2009
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi
di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA

NONKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L,

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenubhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan
lainnya.



3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di
muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

4. Tarif Nonkapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada FKTP berdasarkan
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah  vyang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.
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Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan Dana Nonkapitasi
JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BABII
PEMANFAATAN DANA NONKAPITASI JKN
Pasal 3

(1) Pembayaran Dana Nonkapitasi oleh BPJS Kesehatan ke Kas Daerah
merupakan penerimaan daerah.

(2) Dana Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal
dari:
a. hasil pengklaiman pelayanan kesehatan kebidanan dan
neonatal. prarujukan, rujukan dimanfaatkan untuk:
1) 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk jasa pelayanan
langsung yang dikelola oleh FKTP;
2) 25 % (dua puluh lima persen) untuk biaya operasional yang
dikelola oleh Dinas Kesehatan.
b. hasil pengklaiman rawat inap dimanfaatkan untuk:
1) 60 % (enam puluh persen) untuk operasional di Puskesmas;
2) 40 % (dua puluh lima persen) untuk jasa pelayanan.

(3) Untuk memanfaatkan kembali Dana Nonkapitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka Dinas Kesehatan membuat dan
mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA
SKPD Dinas Kesehatan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 16 Juli 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.
TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Juli 2014

RETARIS DAERAH




